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1, 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PERBEKEL DESA BAJERA, 


. bahwa untuk melaksanakan ketzntuan Pasal 79 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemeriatah Desa wajib 
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten, 


bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan 


Desa, 


. bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bajera Tahun 2023, 


Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) : 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesi Nomor 4286): 


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Derita 
Negara Republik Indonesia Nomor 4221) 


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Lueruli 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443! 


10. 


12. 


13. 


14, 


Undang «Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights 
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4557): 


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846): 


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234): 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5657): 


Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 
297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5606), 


. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penctapii 


Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950: 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dulu 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405): 


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578): 


Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593): 


15. 


16. 


17. 


19. 


20. 


21. 


22.. 


23. 


24, 


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737): 


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lem 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717) 


. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendnpatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pei 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumbc 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 


Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5694): 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 


Pedoman Teknis Peratusan di Desa, 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa, 


Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa, 


Peraturan Menteri Desa, PDT dan "Transmigrasi Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa, 


Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 
2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035): 


25. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana 
Desa 


Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJI!RA 
dan 
PERBEKEL DESA BAJERA 


MEMUTUSKAN : 


Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINIMI! 
DESA BAJERA TAHUN 2023 


BABI 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 


Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali, 
. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 


4. Bupati adalah Bupati Tabanan. 
. Kecamatan adalah kesatuan wilayah kerja Camat dalam susunan tata kerja 


&» 


Fe 


perangkat daerah kabupaten. 

Camat adalah Camat Selemadeg sebagai perangkat daerah Kabupaten Tabanan. 

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusun pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 


Ig 


10, 


1. 


12. 


14. 


15. 


16. 


18. 


. Pemerintah Desa adalah PERBEKEL atau yang disebut dengan nama lain dibantu 


perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan den 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan esli Desa, dileli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolelum 
hak lainnya yang sah. 


. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 


untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 
i 


termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebai 
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 


. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat 


Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara 
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak 
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena 
dampak hasil musyawarah). 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah 
Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD 
Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat 
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta 
menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 


19, 


20. 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM 
Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun yang memuat visi dan misi PERBEKEL, rencana penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,  pembinuun 
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan 
Desa, 

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat 
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 


. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di 


Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber 
daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, 
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat 
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, 
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan 
perdamaian, serta kearifan lokal. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan 
disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang, 
ditetapkan dengan Peraturan Desa, 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yany, 
diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, 

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi 
data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, 
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan 
permasalahan yang dihadapi di desa, 

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi 
dapat terwujud secara efektif dan efisien. 


BAB II 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa 
Pasal 2 


(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 

BAB 1” PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B, Dasar Hukum 
C. Tujuan dan Manfaat » 
D. Proses Penyusunan 
B, Sistematika 


BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DISA 
Visi - Misi PERBBKEL 

. Data kemiskinan dan Profil Desa 

. Kebijakan Pendapatan Desa 

. Kebijakan Belanja Desa 

. Kebijakan Pembiayaan Desa 


spOowP 


BABIII RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 

A- Bvaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022. 
Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, 

c Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara 
lain: bencana alam, krisis politik, krisis ckonomi dan atau 
kerusahan sosial yang berkepanjangan. 

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas — Kebijakan 
Pembangunan Daerah. 


BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: 

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 
Anggaran 2023. 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul, 
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, 

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 'ahun 
Anggaran 2023, 5 

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektur. 


BABV LAMPIRAN 
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023. 
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 
3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tuhun 2023. 
4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan 
Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025. 


(2) Isi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimunn 
tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Desa ini merupakan sutu 
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 


Pasal 3 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan 
dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023. 


Pasal 4 


Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3, dilaksanakan 
secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan 
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar 
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjuwabken oleh Pelaksana 
Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa. 


Pasal 5 

RKP Desa dapat diubah dalam hal: 

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, 
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau 

b, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. 


Pasal 6 
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan 
disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 


Pasal 7 
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 
2023. 


Pasal 8 

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh PERBEKEL. 

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. 


di Bajera 
29 September 2022 
DESA BAJERA 


(, 
Y) 


9) 


LAMPIRAN : PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR :07'TAHUN 2022 
TANGGAL: 29,SEPTEMBER 2022 
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023. 


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 
BABI 


PENDAHULUAN 


A. LATAR BELAKANG 


Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjulnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaun 
masyarakat. 

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasurkan asal — usul dan adul 
istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintuh 
Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskun 
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transpurunsi 
serta demokratisasi yang berkembang di desa, 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaruan 
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara 
lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan 
umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, 
kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi, Dalam melaksanakan 
pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan 
kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan 
tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, 
mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan 
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten. 


Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa 
merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahnn Desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembingan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas 
kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau 
hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru 
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. 

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 
masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu: 
satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai 
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa 
selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangku 

Rancangan RKP Desa disusun cleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepal| 
oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleli 
PERBEKEL selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desi 


DASAN HUKUM. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik: 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang - Undang Nomor 35 Tahun.2014 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5608), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2004 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun — tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tabanan Tahun 
2005-2025. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Tabanan Tahun 
2012-2017, 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun 2014 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi. 

14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

15. Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Tahun 
2022-2027. 


bata al 


Cc. 


D. 


TUJUAN DAN MANFAAT 


IL 


2. 


TUJUAN 

Tujuan penyusunan Dotamen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai 

berikut : 

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahu 

b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi: 

c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas, 

dj Menetapkan kerangka pendanaan, 

e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang 
berkekuatan hukum tetap, 

1) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desi: 
dan " 

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatun 
dan Belanja Desa ( APB Desa) 


MANFAAT 

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, 

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa: 

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa, 

d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan 
dengan program pembangunan supra desa, 

e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, dan 

# Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar 
Desa. 


PROSES PENYUSUNAN 
Proses Penyusunan Rancangan RKP Desa Bajera Tahun 2023 dilakukan melalui 
tahapan sebagai berikut : 


1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang 
akan disusun dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2023. 
2. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft Rancangan RKP 
Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2023. 
3. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi 
Perdes RKP Desa Tahun 2023. 
SISTEMATIKA 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Dasar Hukum 
C. Tujuan dan Manfaat 
D. Proses Penyusunan 
E. Sistematika 
BAB II ? GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA 
A. Visi - Misi PERBEKEL 
B. Data kemiskinan dan Profil Desa 
C. Kebijakan Pendapatan Desa 
D. Kebijakan Belanja Desa 
E. Kebijakan Pembiayaan Desa 
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAI 


A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa 
Tahun 2022 A 
B, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. 


C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan 
Darurat antara lain: bencana alam, krisis polilik, 

“ krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yank 

.. berkepanjangan 

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakun 
Pembangunan Daerah 


BAB IV » ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: 

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skali 
Desa Tahun Anggaran 2023 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa 

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 
Tahun Anggaran 2023 

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing 
Bidang/Sektor 


BAB V 1 PENUTUP 
LAMPIRAN 
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023 
2. Matrik Program dan Kegintan Skala Kecamatan dan 
Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2023) 
3. Berita Acara Musyawarah Desa 
4. Berita Acara Musrenbang Desa 
5. Keputusan PERBEKEL tentang Tim Penyusun RKP 
Desa 
6. 
Ta 


Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama 
Perdes RKP Desa. 


Berita Acara Musyawarah Desa tentang 
Penetapan Perdes RKP Desa tahun 2023. 


BAB 
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA 


A. VISI DAN MISI 


Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan duri Dokumen RPJM Desa, 
maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan 
oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan 
tercapainya Visi - Misi Perbekel, 

Visi - Misi Perbekel Bajera disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga 
diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi 
permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses 
penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas 
sampai tingkat Desa. 


Adapun Visi Perbekel Desa Bajera, sebagai berikut : 
“Visi Pembangunan Desa Bajera adalah ” Mewujudkan Desa Bajera yang Mandiri 


dan Sejahtera dengan bertumpu pada Sektor Ekonomi yang berlandaskan Tri I/ita 
Karana'. 


Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebupai 
berikut: 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik. 

2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat. 


3. Pembangunan Infrastruktur Dasar. 


B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA 


1. Data Kemiskinan 
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah RTM di Desa Bajera 


sejumlah 330 KK 
Kepala RTM Laki-laki 315 KK. dan Kepala RTM Perempuan 15 KK 


2. Profil Desa 
Secara umum kondisi Desa Bajera baik secara demografi maupun geografis 


dapat digambarkan sebagai berikut : 
@, Luas Wilayah 154 Ha 


- Tanah sawah :4Ha 
- Tanah Pekarangan : 71 Ha 
- Tanah Tegalan :6 Ha 
- Perumahan :73 Ha 


b. Jumlah Penduduk 4.592 Orang. 
- Laki-laki 12.332 Orang 
- Perempuan 12.206 Orang 


c. Jumlah Kepala Keluarga (KK): 1.469 KK. 
- Laki-laki 11.423 KK 


- Perernpuan 2. 46KK 


d. Tingkat Pendidikan : 
- TK :33 orang 


- Laki-laki :19 orang 
- Perempuan : 14 orang 


3 8D : 274 orang 
- Laki-laki : 136 orang 
- Perempuan : 138 orang 


- SLTP : 161 orang 
- Laki-laki : 87 orang 
- Perempuan : 74 orang 


- SLTA 1103 orang 
- Laki-laki : 591 orang 
- Perempuan : 445 orang 


- Sarjana 1. 84 orang 
- Laki-laki : 56 orang 
- Perempuan : 48 orang 


- Belumsekolah: 598 orang 
- Laki-laki : 302 orang 
- Perempuan : 296 orang 


e. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil) 


NO PEKERJAAN 
1 (PNS 
2 ABRI 
3 | POLRI 
4 | PEG. SWASTA 750 1.090 
5 | PETANI 435 315 
6: |BURUH 75 125 | 
7 | DAGANG 98 224 
8 | SENIMAN 3 ae) 
9 | PANDE BESI 6 10 
10 | TUKANG 75 sg 835 
11 | SUPIR 27 Dai” 1 AR 
12 | BENGKEL 10 - Tab | 
13 | PENSIUNAN 42 24 66 
14 | JUMLAH 1.691 1.013 2.704 
15 Yang lainnya anak-anak dan lanjut usia 


£ Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk 
memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu, 


jalan-jalan tani) 
- Sekolah : 
- PAUD :2 buah 
- TK :3 buah 
- SD :2 buah 
- SLTP :1 buah 
- SLTA :1 buah 
-  Polindes/Poskesdes: 
- Poskesdes Bajera: 1 buah 
- Posyandu: 
-BajeraKaja — : 1 buah 


-Bajera Tengah : 1 buah 
-BajeraKelod — : 1 buah 


-BajeraJero — :1 buah 

-BajeraSari — : 1 buah 

- Saraswati 21 buah 
- Poslansia : 

-BajeraKaja — :1 buah 


-Bajera Tengah : 1 buah 
-BajeraKelod — : 1 buah 
-BajeraJero — :1 buah 
- Bajera Sari : 1 buah 
- Saraswati : 1 buah 


-  Jalan-jalan/Gang/Jalan Usaha Tani : 
- Bajera Kaja 
- Bajera Tengah 
- Bajera Kelod 
- Bajera Jero 
- Bajera Sari 
- Saraswati 


Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan) 
- Pertanian, 
- Luas lahan basah (sawah) : 4 ha 
Terdiri dari : Saluran primer, saluran tersier, pintu sadap 
dan pintu pembagi air. 


a 


- Perkebunan. 
- Luas lahan perkebunan : 6 ha 
Komoditas : Kelapa, coklat, pisang, mangga, durian, kayu, 
bambu dan lain-lain. 
h. Perdagangan. 
Perdagangan sebagai factor pendorong ekonomi masyarakat yaitu Warung, 
Toko: pedagang keliling dan pedagang di pasar. 
i. Industri Rumah Tangga. 
Industri rumah tangga terdiri dari Jajan basah dan Jajan Kering. 
j- Kerajinan dan Seni. 
Kerajinan dan seni yang terdapat di Desa Bajera yaitu, seni ukir dan 
sablon dan lain-lain. 


C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa 
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 
kembali oleh desa, Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi 
realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan 
berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desi 
bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, A1), 
Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dam 
Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. 


Adapun asumsi Pendapatan Desa Bajera Tahun Anggaran 2023 sebesar 
Rp. 1.829.975.000- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan 
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berasal dari: 


1. Pendapatan Asli Desa P Rp. 3.000.000,00 
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 841.824.000,00 
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.  94.811.000,00 
4, Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.  16.243.000,00 
5. ADD Rp. 638.897.000,00 
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi (BKK) Rp.  67.200.000,00 
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten (BKK) 

- BKK Desa Pakraman Rp. 00,00 

- BKK Desa Rp. 118.200.000,00 
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp.  7.000.000,00 
9. Silpa PAD Rp.  4.995.000,00 
10. Silpa ADD Rp.  32.000.000,00 
11. Silpa DD Rp.  61.000.000,00 
12. Silpa BHP Rp.  5.000.000,00 
13, Silpa BHR Rp.  3.000.000,00 
14. Silpa DII Rp. 11.000.000,00 


D. KEBIJAKAN BELANJA DESA 


Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan 
dalam APB Desa meliputi: 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. — 978.776.000,00 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 747.788..000,00 
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 23.810.000,00 
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar '— Rp. — 153.796.000,00 
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak Desa Rp. 0,00 


E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA 
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atsu pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pat 
tahun anggaran yang :bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: 
1, Penerimaan Pembiayaan, dan 
2. Pengeluaran Pembiayaan. 


Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: 

1, Sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya, 
2. Pencairan Dana Cadangan, 

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan 

4. Penerimaan Pinjaman 


Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup: 
1, Pembentukan Dana Cadangan, 

2. Penyertaan Modal Desa, dan 

3. Pembayaran Utang 


BAB INI 
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 


Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata- 
mata disebabkan oleh internal desa, meiainkan juga disebabkan permasalahan makro 
baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan 
yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi 
permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara 
partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat 
secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program 
pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. 

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus 
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi 
yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun 
sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, 
pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarak: 
miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan 
teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta 
kearifan lokal. 

Dalam RKP Desa Tahun 2022 permasalahan Desa Bajera dikelompokkan 
menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspck, sebagai berikut : 


A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 
2022. 
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa 
terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa 
dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 
2022 Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebugai 
berikut: 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul: 
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RK Desa 
Tahun 2022. 
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2022. 


B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa 


Berdasarkan Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang RPJM Desa 
Bajera tahun 2022 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 
(dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah : 


1, Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul: 


Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDcs 
Tahun 2022 -2027 . 


2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa. 


C, PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH 


RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan 
daerah dalam 'proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas 
kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan 
ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas 
kebijakan daerah tahun berikutnya. 


Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas 
Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: 
1, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah: 
a) Pembetonan/pasang paving Jalan/Gang di wilayah Desa Bajera 
b) Rehabilitasijalan Kabupaten dengan Hot Mik di Desa Bajera 
c) Perbaikan Senderan got jalan kabupaten 
4) Trotoarisasi Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi 
€) Perbaikan Saluran air /Irigasi 
H) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitiasi Lingkungan. 
2. Bidang Bkonomi: 
a) Bumdes bersama. 
bj Peningkatan Kapasitas Kelompok. 
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan: 
a) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa 


b) Bantuan dan Pembinaan kelompok dan sekaa kesenian yang ada di 
desa. 


D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT 


Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai 
permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam 
dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin 
menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa 
dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak 
yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. 


Masalah tersebut meliputi: 


1, Bila musim kemarau panjang masyarakat yang mnta pencahariaannya dari 
pertanian basah mengalami paceklik diharapkan dari Pemerintah memberikan 
program padat karya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 


2. Kurang permodalan bagi Usaha Kecil sehingga Usaha rumah Tangga (Homw 
Industri) yang ada perkembangannya sangat lambut diharapkan Pemerintah 
memberikan Kridit. Usaha yang lunak guna perkembangan Usaha Kecil 
Masyarakat. 


BAB IV 
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 


Prioritas'kebijakan program pembangunan Desa Bujera yang tersusun dalam 
Rancangan RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbayui 
permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga 
diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahu 
2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di 
masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadu pp 
kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatii, 
pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan 
pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulansi 
kemiskinan pada tingkat desa. 


Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bajera secara detail 
dikelompokkan, sebagai berikut : 


A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA 
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat: 
a) Sistem organisasi masyarakat adat 


1. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Desa Adat, Subak dan Subak 
Abian. 


b) Pembinaan kelembagaan masyarakat: 
1. Mengadakan sosialisasi tentang Program Pemerintah Desa . 
2. Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. 
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat, 
1. Melaksanakan sosislisasi lewat pasraman yang narasumbernya dari 
Pihak terkait. 
d) Pengembangan peran masyarakat Desa 
1. Dalam perencanaan Pembangunan semua lembaga yang ada di desa 
dislan mulai dari tingkat Banjar, Subak,Desa Adat, karang Taruna, 


dan Lembaga Desa lainnya sehingga gagasan yang muncul dari usulan 
masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa membangun. 


» 


Pelaksanaan Pembangunan di Desa secara swaklola dan partisipatip. 


2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa: 
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 


1) Program Pengalokasian dana untuk Penghasilan tetap Perbekel dan 
Perangkat ( Belanja Pegawai): 


5) 


2) Program Pengalokasian dana untuk Tunjangan Kepala Desa/Perbekel 
dan Perangkat Desa: 


3) Program Pengalokasian dana untuk Tambahan penghasilan berdasarkan 
Beban kerja Perbekel dan Perangkat Desa, 


4) Program Pengalokasian dana untuk Tunjangan Badan Permusyawatutan 
Desa (BPD) Bajera, 


5) Program Pengalokasian dana untuk Penghasilan tetap Staf Desa, 
6) Program Pengalokasian dana untuk Tunjangan Staf Desa, 


7) Program Pengalokasian dana untuk Tambahan penghasilan berdasarkan 
Beban Staf Desa, 


8) Program Pengalokasian dana untuk Operasional Perkantoran (Belanja 
Barang dan Jasa): 


9) Program Pengalokasian dana Operasional BPD: 

10) Program Pengalokasian dana Operasional Kelian Banjar Dinas, 
11) Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa, 

12) Program Pendataan Desa, 

13) Program Penyusunan Tata Ruang Desa, 

14) Program Pengelolaan Informasi Desa, 

15) Program Penyelenggaraan Perencanaan Desa, 

16) Program Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa: 


17) Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 
Desa, 


18) Program Pembuatan Profil Desa: 

19) Program Penyusunan Peraturan Desa, 

20) Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional: 
21) Program Pelaksanaan Tahun Baru, 

22) Program Penunjang Kegiatan Kantor Desa, 


23) Program Penyelenggaraan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat 
Desa, 


Bidang pelaksanaan pembangunan: 

1) Pembangunan Jalan Pemukiman: 

2) Pembangunan Jalan Desa, 

3) Pembangunan Jalan Usaha Tani, 

4) Pembangunan Senderan, 

5) Pembangunan Saluran Irigasi: 

6) Pelaksanaan Program Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa, 
7) Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan, 

8) Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana Kesehatan, 

9) Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, 

10) Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni, 
11) Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarana Pendidikan, 


12) Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Pembentukan dan 
Pengembangan BUMDes, 
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13) Pelaksanaan Program Penguatan Permodalan BUMDes: 
14) Pelaksanaan Program Pembibitan Tanaman Pangan, 
15) Pelaksanaan Program Sarana dan Prasarann Ekonomi: 
16) Pelaksanaan Program Penghijauan, 

17) Pembuatan Terasering, 

18) Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan, 

19) Pelaksanaan Program Rehab/Bedah Rumah: 
20) Pelaksanaan Program Infrastruktur Adat/Agan: 
21) Pelaksanaan Program Penanganan Kebersihan Desa: 

22) Pembangunan Gedung Kantor, Penyengker, Candi Bentar dan Pelinggih: 
23) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan: 

24) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, 

25) Kegiatan Pembangunan MCK, 


26) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 
PAUD/TK/SD, 


27) Pengadaan Kendaraan Dinas: 
28) Pengadaan dan Pemeliharaan Taman Desa: 

20) Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan, 

30) Sarana dan Prasarana Peternakan, 

31) Penunjang Kegiatan Banjar Dinas/ Banjar Adat: 

32) Pelaksanaan Program Banten Upakara (BKK Provinsi), 
33) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Prov.J: 

34) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kab,): 

35) Penunjang Kegiatan Bidang Infrastruktur (BKK Kab.). 
Bidang pembinaan kemasyarakatan: 

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, 

2) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, 

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama: 

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga: 

5) Pelayanan Kesehatan Desa / Posyandu, 

6) Pembinaan Lembaga Adat: 

7) Pelestarian Adat dan Budaya, 

8) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat: 
9) Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan, 

10) Pembinaan Sekaa Teruna/Kelompok Pemuda, 

11) Pembinaan PKK/Kelompok Pemuda, 

12) Pembinaan Lembaga Sosial, 

13) Pembinaan Kelompok Masyarakat: 

14) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat, 

15) Pembinaan Lembaga/Kelompok Lainnya: 


d) 


16) Penunjang Upacara dan Upakara Adat: 

17) Penunjang Kegiatan Adat dan Agama, 

18) Penunjang Kegiatan Kesehatan, 

19) Kegiatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat: 

20) Kegiatan Fasilitasi Desa Siaga: 

21) Kegiatan Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA): 

22) Penunjang Kegiatan PKK/Kelompok Perempuan, 

23) Penunjang Kegiatan Karang Taruna/Sekaa Teruna/Pemudaj 
24) Penunjang Kegiatan Pendidikan, 

25) Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Kehutan dan Peternakan, 
26) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Prov): 

27) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kab): 

28) Penunjang Operasional Desa Pakraman (BKK Prov): 

29) Penunjang Operasional Desa Pakraman (BKK Kabj, 

30) Penunjang Operasional Desa (BKK Kab): 

31) Penunjang Kegiatan Banjar Dinas/Br. Adat. 

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa: 


1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdaganpan 
Pelatihan Teknologi Tepat Gunaj 


2) Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan bagi Perbekel, Perangkat Desa 
dan Bdan Permusyawaratan Desa: 


3) Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa: 
4) Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

5) Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, 

6) Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani, 

7) Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin, 

8) Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan, 

9) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin: 

10) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anuk, 
11) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda, 

12) Peningkatan Kapasitas Adat dan Agama, 

13) Peningkatan Kapasitas Kelompok Lainnya: 

14) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kesenian, 

15) Peningkatan Kapasitas Kesehatan, 

16) Pelatihan Peningkatan Lembaga Masyarakat Desa, 

17) Pelatihan Peningkatan Kelompok Ternak, 

18) Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: 

19) Pelatihan Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga: 

20) Pelatihan Kader Posyandu, 

21) Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kab), 

22) Penunjang Kegiatan Banjar Dinas/Br. Adat. 


B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA 
(KECAMATAN /KABUPATEN) 


Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupnten 
merupakan program dan'kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil 
masyarakat Desa Bajera tetapi pemerintah desa tidak mumpu melaksanakan. Ilnl 
ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukun 
kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena 
jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia 
secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. 


Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas perabangunan tersebut akun 
dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkut 
kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bajera yang dipilih secara 
partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan 
Perbekel. 


Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : 
1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah : 
a) Renovasi Jalan Kabupaten dengan Hotmik. 
bj Drainase dan Trotoarisasi Jalan Kabupaten/Propinsi. 
c) Pembetonan dan Senderanjalan Usaha tani, 
d) Pembangunan / Perbaikan saluran irigasi. 
e) Pembangunan / Perbaikan Tempat Ibadah. 
H) Pembangunan / Rehab Balai pertemuan desa /masyarakat / kelompok. 
8) Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung pendidikan. 
2. Bidang Ekonomi: 
a) Pengembangan Bumdes / Bumdes bersama. 


bj Pelatihan Keterampilan kepada kelompok /masyarakat yang tumbuh 
kembang di masyarakat. 


3. Bidang Sosial & Budaya : 
a) Bantuan dan pembinaan kesenian yang ada di Desa 
b) Pengembangan dan pelestaian budaya, Adat istiadat yang masing hidup di 
tengah masyarakat. 
C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA 
a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa: 


1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 978.776.000,00 
atau 52 Yo dari total belanja desa. 


2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 747.788.000,00 atau, 
39 96 dari total belanja desa. 


3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 23.810.000,00 atau 1 Yo 
dari total belanja desa, 


4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sekesar : Rp. 153.796.000,00 atau 
8 Yo dari total belanja desa. 


Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja 
sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana 
mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melului pemenuhan hak-huk 
dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran 
belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa 
ini, 


BAB V 
Sad PENUTUP 


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya 
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan 
masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilin 
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencannn, 
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin 
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dun 
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh 
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai, 


Proses penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif du 
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan 
pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian 
desa, Untuk itu dalam penyusunan Perubahan APB Desa diharapkan dianggarkan 
secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan 
dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa. 


Ditetapkan di Hajora 
pada tanggal 2 September 2022 
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BBI 
NITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA 
LAKUI MUSYAWARAH DESA 


jtan der f 
Berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, 
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada : 


Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022 
Jam | : 09.00 Wita s/d selesai 
Tempat 


: Kantor Perbekel Desa Bajera 


Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel, unsur 
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebngaimana daftar hadir 
terlampir. 

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku 
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : 


A. Materi 


a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa, 
b, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan 
C. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan 


keahlian yang dibutuhkan. 


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber 
Pimpinan Musyawarah : Ketua BPD 


Nutulen : Sekretaris BPD 
Narasumber #1, Perbekel 
2. BPD 


Setelah dilakukan Pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta 
Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi 
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa 
yaitu : 
1. Menyepakati Hasil Pencermatan RPJM Desa berupa Rancangan RKP 
Desa Tahun 2023 


2. Menyepakati Susunan Tim Verifikasi Desa Bajera Tahun 2022 


sebagai Berikut" 

Ketua 1 I Ketut Leo Wirajaya 
Sekretaris !I Made Yuda Hardiana 
Anggota #1. I Wayan Rusdianta 


2. I Made Sumantera 
3. 1 Putu Adi Wirawan 
Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 


Ketua BPD Perbekel Desa Bajera 


L 


P2 
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA TAHUN 2022 


MUSYAWARAH DESA 


5 
: Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan 


Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023. 


DESA : Bajera 
KECAMATAN 1 Selemadeg 
TANGGAL :29 Juni 2022 
No - NAMA UNSUR TANGAN 
2 | (Pada Cikuttr | Pentafah 
2 | Kevr Supri | K. ben sa 
3. (Dede Mi Yam Setowah | kecamakan 
a|1M bo ldropn | Pe 
5. lyeman panmu | Bapa 
6. Mede Jayarsk Bh: D, y 
TN GUSI Acep Ar Asa Ntnuglar Bun “Kalo Tan 
» Imon Lajang: AP 3 
9. iwayan Curaninakn 
10. pete Ml Muktamar 
ja Hama Ka 
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13. rn Mo Giaa 
14. || Wale Luh Iarevami 
15. JWya Dirly Rusmangarg 
| 0. Jing Gaara 
17. | AAS Yus Kurtoin 
18. | Au, pda. 
19. | gan ia 
20. |! Made LCumantera| KAWIL KAA 


21. | lt hop wungun 2 Peyah 
22. |4 Uelgau Giling (Plate ban libra 
23. | Kadek lutawa Pura Gerangrak Daca 

24. 1 ronde, 1600 pan tai 
25. | 1SP, (BPD Mr Tevenei 
26. (flem WAR anta We BPD, BEUNN 
27. Ird Pa karitpata, PIP eelag 
28. (Dust Yama Reten | Koe (yul. 
29. jon iita Ol Tutpa obi | Conan PGA 
30. 11 6st 4 M ima bun fekcalar 

31. Niluh (R Widar yan Teramiat Porn 

a2. | Luh Losiny tes | Ungan Oris 

ss. | kowan Arjam -— | pumaret bun 
34. | 6sy Ayu IMD (JATIANI Sek gemari BPD 
35. 


Bajera, 29 Juni 2022 


Badan Permusyawaratan Desa Bajera 


Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


Berita Acara 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes) Desa Bajera 
Namor : |O /BA-DB/IX/2023 
Tentang : 
Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKP Desa) Tahun 2023 


Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat 
di Kantor Perbekel Desa Bajera telah diselenggarakan Rapat Musrenbangdes yang dihadiri oleh Ketua 
BPD dan Anggota serta Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir . 

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak sebagai unsur 
pimpinan rapat dan narasumber adalah : 
A. — Materi atau Topik, 

1. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 


(RKP Desa) Tahun 2023 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 
Pemimpin Rapat — : 1 Putu Sukarata, ST dari Perbekel Desa Bajera 
Sekretaris/Notulis : 1Gusti Agung Made Wisma Dewa —— dari Sekretaris Desa Bajera 
Narasumber 21 1 Putu Sukarata, ST dari Perbekel Desa Bajera 


2. 1 Gusti Agung Made Wisma Dewa dari Sekretaris Desa 


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh 
peserta Rapat Musrenbangdes menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi 
keputusan akhir dari Rapat Musrenbangdes ini , yaitu : 
£ Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 


(RKP Desa) Tahun 2023 
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. 


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Ditetapkan di: Bajera 
Padatanggal — : 20 September 2022 
Pemimpin Rapat Notulji retaris 


L Puty Sukarata, ST 1 Gusti Agung Made Wisma Dewa 


DAFTAR HADIR 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 


(Musrenbangdes) 
Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 


(RKP Desa) Tahun 2023 
Hari : Selasa 
Tanggal: 20 September 2022 
Tempat: Kantor Perbekel Desa Bajera 
Ta - 
Fa TANDA 
No NAMA JABATAN ALAMAT TANGAN 
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TANDA 
JABATAN ALAMAT TANGAN 


——b— 


Bajera, 20 September 2022 


BERITA ACARA RAPAT KERJA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 
NOMOR : 11 TAHUN 2022 
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN 
PERATURAN DESA TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAJERA 
TAHUN 2023 


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua 
Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Bajera, Kecamatan 
Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah diadakan Rapat Badan 
Permusyawaratan. Desa Bajera,) dalam rangka membahas Peraturan Desa 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023. 

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok 
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : 


1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Desa Bajera Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa Bajera. 


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Ketua 


Sekretaris 


LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT BPD DESA BAJERA 
TANGGAL :26 September,2022 


£ DAFTAR HADIR 


RAPAT : PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAJERA TAHUN 2023 


DESA : Bajera 
KECAMATAN — : Selemadeg 
TANGGAL”. : 26 September 2022 
TANDA 
NO NAMA JABATAN ALAMAT Pa 
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Bajera, 26 September 2022 
Badan Permusyawaratan Desa Bajera 
Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 


Nomor : 04/BA-DB/IX/2022 
Nontbr : 12/BA-BPD/IX/2022 


KESBPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
DESA BAJERA 
TENTANG 
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DESA BAJERA TAHUN 2023 


Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan September Tahun Dua 
Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini : 


1. I Putu Sukarata, ST 


2. Drs. I Ketut Suastika, M.Si 


Menyatakan bahwa 


Perbekel Desa Bajera dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Desa Bajera selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA 


Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa 
Bajera dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Desa Bajera selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA 


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2022 yang 
telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan 
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan 
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Tahun 2022 
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Selemadeg untuk 


mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal 


ditandatangani Berita Acara ini. 


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana 


mestinya. 


PIHAK PERTAMA 


(St 


II Putw Sukarata, ST) 


(Drs. I Ketut Suastika, M.Si) 


BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA 
Nomor : 13/BA-DB/IX/2022 

eP 


PENETAPAN PERATURAN.DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DESA (RKPDes)TAHUN 2023 


Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September 
tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Perbekel Desa Bajera, 
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan Musyawarah 
Desa Tahun 2022 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana 
daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas : Peraturan Desa tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 Desa Bajera. 

Adapun Narasumber dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut 


1. Narasumber 
1. BPD 
2. Fasilitator/Pendamping Program/ Lembaga lainnya, 
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa, 


2. Hasil 
Hasil Musyawarah Desa adalah Menetapkan : 


1. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2023. 


Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Sekretaris 


sti As Jatiani 


DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA TAHUN 2022 


MUSYAWARAH DESA : Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pernerintah Desa Bajera Tahun 2022 
DESA : Bajera 
KECAMATAN : Selemadeg 
TANGGAL : 29 September 2022 
NO NAMA UNSUR TANDA TANGAN 
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IN bukuta | | Maggile tep Kapan 


Badan Permusyawaratan Desa Bajera 
Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


